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TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang ;A

Mengingal : I

BUPATI NAGAN RAYA

bahwa, dalam  rangka  pelaksannan  Peraluran
Pemerintall Republik Indonesia Nomor 8§ Talwn 20013
tentang  Pedoman  Organisasi Perangkal  Daerah,
dipandang perlu membentuk dan menata  kembaly
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Nagan Raya;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam
sualu Qanun Kabupaten Napgan Raya,

Undang=-undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang, Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran  Negara  Republia
Indonesia Tahun 1974 Nomer 55, Tambahan Lembaran
MNepara Republik Indonesia Nomor 304 1) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 38907,
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Undang-undang Nomor 25 CTahun 1999 temang
Perimbangan Keuangan antarasPemeriniah Pusal dan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran  Nepara
Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang-undang MNomor 28 Tahun 1999 lentang
Penyelengparaan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepoetisme  (Lembaran Mepara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang—Undang Nomer 44 Tahun 1999 lentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Dacrah
lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negare
Kepublik Indonesia Nomor 3893

Undang-undang MNomor |8 Tabun 2000 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Acch
schagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam
(Lembaran Megara Tahun 2001 Nomor |14, Tambahan
Lembaran Megara Nomar 4134

Undang-undang Nomer 4 Tabhun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Baral Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Acch Darussalam (Lembaran Negara Tahun
2002 Momor 17, Tambahan Lembaran Megara Nomor
4179);

Undang — undang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeritahan Daecrah  (Lembaran Magara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara 4437); -

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3932);

Y. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah  (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran WNegara Republik  Indoncsia
Momor 4262);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tabun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian  Pegawai  MNegeri  Sipil  (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 13,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4263): "

1. Kepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 lentang
Teknis Penyusunan Perundang-undangan, dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan  Rancangan  Keputusan  Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199%
Momor 70); .

12, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan  dan
Pemberhentian Sckrelaris Duerah Provinsi, Sckretaris
Dacrah Kabupaten/Kota serta Pejabat Stroktural Esclon
[l di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13, Keputusan  Gubernur Provinsi  Mangeroe  Acch
Darussalam MNomor 9 Tahun 2002  tentang
Peoyerazaman Penyebutan Peraturan Daerah menjac
Canun,

Keputusan Bersama Meteri  Pendayagunaan  Aparaiur
Megara dan  Menteri  Dalam  Negeri Momor
O/SKB/M.PAN/A2003 dan Nomor : 17 tahun 2003 temang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
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Wewenang  Penpangkatan |, » Pemindahan,  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persclujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : QANUN  KABUPATEN NAGAN BAYA TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASL  DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA.

BALR |
KETENTUAN LIMLUIM

Pasal |

Diadam Qanun ini vang dimaksud dengan

a.
b.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Pemerintah Daerah adalah Kepuala Daerah besernia Perangkat Daerah Clonom
vang Inin sehagai eksekutilf Dacrah

Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya  vang
selanjutnya disingkat Sekda; .
Lembagan Teknis Dacrah  adoloh  unsur  pelaksana  fugas  lerienly sesua
kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, vang dapat berbentuk Badan atau Kantor
Draerah;

Unil Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Teknis Dacrah adalah unsur pelaksana
Operasional Badan dan Kantor Daerah yang terdiri dari Kelompok Jabatan
[ungsional.

DAL 11
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH



! S0

Pusal 2 L]

(1} - Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
[Daerah Kabupaten Magan Raya ;

(2)  Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Nagan Raya scbagaimana dimaksud ayat
(1), terdiri dari;

.
b.

€.
l.

[

E"]‘: o B2

Badan Perencanaan Pembangunan Dacral

Badan Pegawasan Daerah |

Badan Penanaman Modal don Pengelolaan Ulsaha Dacrah;
Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran:
Koiawtor Perlambangan dan Loerpi;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Kantor Satuan Polist Pamong Praja;

Kantor Pelayanan Keschatan Rumab Sakit Umom Dacrak;

BAL 1T
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pértama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragrafl |
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

["asal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerahh merupakan unsur pelaksana lugas terieniu
dibidang Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten,

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daeral dan tugas-tugas fain

yang diberikan Bupati.



Pasal S

Untuk melaksanokan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai fungsi |

3, Perumusan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis dibidang, Perencanaan
Pembangunan Dacrah;
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Dacrah;
C. Pembinaan Unit Peloksana Teknis (UPT);
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
Paragral 2

Susunan Grganisasi
Pasal 6

(1} Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari

P

u, Kepala Badan,

b. Bagian Tata Usaha;

C. Bidang Ekonomi dan Litbang;

d. Bidang Fisik dan Prasarana; g
L3 Bidang Sosial dan Budaya;

[, Unit Pelaksana Teknis (UPT):

B, kelompok Jabatan fungsional.

{2}  Bagian Tata Usaha, membawahi ;
#.5ub Bagian Umum;,
b.Sub Bagian Keuangan,

(3)  Bidang Ekonomi dan Litbang , membawahi:
a. Sub Bidang Ekonomi;
b.Sub Didang Lithang dan Pendatian;

(4y  Bidang Fisik dan Prasarana, membawalhi ;
n.Sub Bidang Prasarana dan Sarana Publik;
b.Sub Bidang Prasarana dan Sarana Apasiur,

(3)  Bidang Sosial dan Budaya, membawahi
i, Sub Bidang Keagamaan;
b.Sub Bidang Sosial dan Budaya:

(6} Unit Pelaksana Teknis (UIYT)

(7) Kelompok Jabatan fungsional



[Pasal 7 Lo,

(1) Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,

(2)  Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupali.

(3)  Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari scjumlah ienagy terampil dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesual dengan
bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Buparl,

(4} Bagan Strukiur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembanpunan
Dacrah schagaimana lercantum dalam Lampiran | dan mecupakan bagian tidak
lerpisalikan dari Qanun ini.

Bapian Kedua
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Parapraf |
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pusal &

Badan Pengawasan Dacrah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah dibidang
Pengawasan, dipimpin oleh seorang Kepala Dadan yang berada di bawah dan
bertanpgungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

-1
Pasal 9

Badan Pengawasan Dacrah mempunyai tugas meloksanakan kewenangan pemerintahan
dalam bidang Pengawasan dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 10

Untuk melaksanakan ugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 9, Badan Penpiywasan
Dacrah mempunyai fungsi |

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan |
b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pengawasan dan Penyelenggaraan

Pemerintaban;
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(1)

()

£3)

(3)

(6]
(7)

(1

2)

(3

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (U T);
Pembinaan urusan ketataosahaan Badan:

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 11
Susunan Organisasi Badan Pengawasan Dacrah terdiri dari

g k.epala Boadan;
k. Bagian Tata Usaha!

8 Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

il. Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah;
[ Iidang Perckonamian dan Pembangunan;
# Unit Pelaksana Teknis (UPT)

g, Kelompok Jabatan fungsional.

Bagian Tata Usaha , membawahi |

a. Sub Bagian Umum;

b.Sub Bagian Keuangan;

Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi:

it Sub Bidang Pemerintahan dan Kesatuan Bangs
l5. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan,

Bidang Kevangan dan Kekayaan Daerah, membawali .
. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan;
b. Sub Bidang Pengelotaan Kekayaan dan Asel Draerah;
Bidang Perckonomian dan Pembangunan, membawahi |
a, Sub Bidang Perckonomian dan Usaha Daerzh;

b. Sub Bidang Pembangunan dan Kesejaheran Sosial,
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kelompok Jabatan fungsional

[rasal 12

Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan Dacrah akan ditctapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditelapkan dengan Keputusan Bupati.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah lenaga terampil dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesual dengan

=

hidang keahlian dan akan ditetapkan lcbih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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,

(4)  DBagan Struktur Organisasi dan  Tats Kerja Badan, Penpawasan Daerah
schagaimana tercantum  dalam Lampiran 11 dan merupakan bagian tidak
lerpisahkan dari Qanun ini,

Bagian Ketiga
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PENGELOLAAN USAHA DAERAH

Paragral |
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 13

Badan Penanaman Modal dan Penpelolaan Usaha Daerah merupakan unsur pelaksana
Pemerintah dalam bidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Dacrah dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawahi dan bertanggungjowab kepada Bupali
melalui Sckretaris Dacral Kabupalen.

Pasal 14

Badan Penanaman  Modal  dan Pengelolaan  Usaha Dacrah mempunyai  lugas
melaksanakan  kewenangan pemerintahan  dalam bidang Penanaman Modal dan
Pengelolaan Usaha Daerah dan tugas-tugas lain vang diberikan Bupati.

Pasal IS

Unluk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Badan Penanaman
Modal dan Pengelolaan Usaha Dacrah mempunyai fungsi -

(1) Perumusan kebijakan eknis dibidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha
[crah:

(2} Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan;

{3)  Pembinaan Unit Pelaksana Teknis {(UPTY:

(4)  Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.



(1)

Paragrafl 2 »
Susunan Organisasi

Pasal 16

W

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Penpelolaan Usaha Dacrah

vercirt dari ¢

{2)

(3)

(4)

(3)

&)
(7)

(1
(2)

i, Kepala Badan;

b, Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Program dan Pelaporan, '

d.  Bidang Koordinasi Penanaman Muodal,
¢.  Bidang Investasi dan Pengembangan:
[ Unit Pelaksana Teknis (UPT);

g, Kelompok Jabatan fungsional,

PBagian Tata Usaha . membawali |
o, Sub Bagian Umum dan Kelengkapan,
b, Sub Bagian Administrasi dan Keuangan;

Bidang Program dan Pelaporan, membawali:
4. Sub Bidang Program dan Pendataan;
b, Sub Bidang Laporan dan Evaluasi;

Bidang Koordinasi Penanaman Modul, membawahi ©
4. Sub Bidang Kerjasama Investasi;
b, Sub Bidang Pengawasan Investis,

Bidang Investasi dan Pengembangan, membawahi
@, Sub Bidang Ivestasi dan Pengelolaan;
b. Sub Bidang Pengembangan Promosi dan Pemasaran

Unit Pelaksana Teknis (LIPS
K.clompok Jabatan fungsional

Pasal 17
Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan

Usaha Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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{3) Kelompok Jabatan Fungsional terdin dari scjumlab tenaga terampil dalam
jenjang jabatan Tungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok scsum dengan
bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupali.

{4)  Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan
Fengelolaan Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam  Lampiran dan 1]
inerupakan bagian tidak terpisahkan dari Canun ini,

Bagian Keempat
KANTOR LINGKUNGAN DU, KEBERSITIAN IDAN
PEMADAM KEBAKARAN

Paragral |
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

["’a.n'ail 18

kantor Lingkungan lidup, Kebersiban dan Pemadam Kebakarun merupakan unsur
pelaksana Pemerintah dalam bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam
Kebakaran  dipimpin oleh scorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan
bertangpungjowab kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrab Kabupaten.

Fusal 1Y

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersiban dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan
dan Pemadam Kebakaran dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati,

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Kantor Lingkungan
Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pemadam Kebakaran,
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umuny,

C. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan
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Pasal 24 i

Kanlor Pertambangan dan  Energ mempunyal  lugas melaksanakan  kowenangan
pemerintahan dalam bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 215

Untuk melaksanakan tugas sebagaimani dimaksud pada Pasal 24, Kantor Pertambangan
dan Enerpi mempunyai fungsi : '
it Perumusan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan icknis dibidang Pertambangan
dan Energi;
) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
& Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
il Pengelolaan urusan ketatausahaan, Kantor,

Paragral 2
Susunan Organisas

Pasal 206

(13 Susunan Organisasi kantor Pertambangan dan Energi terdiri dari :

a.  Kepala Kantor;

b, Sub Bagian Tata Usahe;

¢ Scksi Penyusunan Program dan Pelaporan:

4. Scksi Survey dan Pertambangan Umuny

o Scksi Ketenagalistrikan dan Energl,

 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

g, Kelompok Jabatan Fun gsional. ’

Pasal 27

(1) Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kanlor Pertambangan dan Enerzi akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Keeputusan Bupati,

(2)  Unit Pelaksana ‘Teknis (UI'T) akan ditetapkan dengan keputusan Bupali.

(3}  Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah lenagy terampil dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesual dengan
bidang keahlian dan akan ditctapkan lebih lanjul dengan Kepulusan Bupati,

(4)  1lagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Fnergi
schugpimand  lercanium datam  Lampiran ¥ dan merupakan Bagian  tidak
terpisabikan dari Qanun ini.
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Paragrafl 1
Susunan Organisasi

Pasal 21

gusunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kehersihan dan Pemadam Kebakaran
terdiri dari

a. Kepala Kantor;

b. Sub Dagian Tata Usaha;

c. Seksi Lingkungan Hidup;

d. Ceksi Kebersihan dan Pertamanarn,

e, Seksi Pemadam Kebakaran; "
£ Unit Pelaksana Teknis (UPT) "
. Kelompok Jabatan fun gsional;

Pasal 22

(1)  Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pemadam Kebakaran akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(27 Unit Pclaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Kepulusan Tupati.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdin dari sejumlah tenaga terampil dalam
jenjang jabatan fungsional yang rerbagi dalam berbagal kelompok sesuai dengan
bidang keahlian dan akan ditetapkan lebil lanjul dengan Keputusan Bupati,

(4)  Bagan Struktur (rganisasi dan  Tata Kerja Kantor Lingkungan 1idup,
Kebersihan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana lercanium dalam Lampiran
IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dar Qanun int.

Bagian Kelima
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf |
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13
¥ antor Pertambangan dan Energi merupakan unsur penunjang Pemerintahy Kabupalen

dipimpin oleh scorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
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Pasal 31

(1) Penjabaran lugas Pokok dan Fungsi kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat akan ditetapkan lebih lanjut dengan K.eputusan Bupati.

(2)  Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupali.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam
Jenjang jabatan fungsional yang terbag dalam berbagai kelompok sesual dengan
bidang keahlian dan akan ditetapkan lebil lanjul denguan Kepulusin Bupalt

(4)  Bagan Strukiur Organisasi dan Tata Kerja Kanlor Kesatuan DBangsa dan
Perlindungan  Masyarakat  sebagaimana - tercantum dalam  Lampiran V]
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini,

Bagian Ketujuh
KANTOR SATUAN POLISIPA MONG PRAJA

Paragral |
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Femerintah dipimpan
oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanppungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten,

I*asal 34

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Kewenangin
pemerintzhan dalam bidang penvelenggaraan pembinaan Ketentraman dan ketertiban
masyarakat serla penegakan Peraluzin Dacrah (Canun) dan fugas-lugas fam ying
diberikan Bupali.

FPasul 35

Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pida Pasal 34, Kantor Satuan Polisi

smong Proja mempunyai fungsi :

a, Perumusan  dan  peliksanaan - koordinasi  kebijakan  teknis  dibidang
penyelengeargan  pembinaar kelentraman  dan  ketertiban  masyarakal scria
penegakan Peraturan Dacrah (Cranun;
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Gl
Penunjang penyelengparaan Pemerintahan; \,

Pembinaan Lnit Pelaksana Teknis (LIPTY;
Pengelolaan wrusan ketatausahaan Kantor, 5

Paragrafl 21
Susunan OQrganisasi

Paszal 36

Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

(1)

{2)
{3)

(<}

Kepala Kantor,

Sub Bagian Tata Usaha;

Sekst Operasional dan Penertiban, }
Seksi Pengamanan dan Pengawalan;

Scksi Penyuluban dan Kesamapiaan; v
Linit Pelaksana Teknis (UPT);

Kelompok Jabatan fungsional;

Pasal 37

Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satwan Pelisi Pamong Praja akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Kﬂplltumn Dupati.
Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari scjumlah tenaga terampil dalam jenjang
jubatan fungsional yang terbagt dalam berbagai I-'.::Inrnp-:}l-: sesuai dengan bidang
keahlian dan akan ditctapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagan Strukiur Organisasi dan Tata Kerjo Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
schagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan
dari OQanun ini.



{2

Bagian Kedelapan )
KANTOR PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Parapral |
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 38

lantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakil Umuem Daerah merupakan unsur penanjing
Pemermtah dofam bidang Pelayanan Keschatan dipimpin oleh scorang Repala Kantor
vy berada di bawal dan bertanggeungiawab kepada Bupati melalei Sekretaris Dacrah
Fabupalen,

Yasal 39

Kantor Pelayanan Keschatan Rumah  Sakit Umum  Daerah  mempunvai  tugas
melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang Pelayanan Kesehatan dan tugas-
lugas fain yang diberikan Bupati,

Pasal <40

Lnwk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Kantor Pelayanan

Kesehatan Rumab Sukit Umoame Dacrah mempunyai fungsi

i, <Perumosan dan pelaksanaan  koordinasi. kebijukan eknis dibidang Pelavanan
Kesclhiatan:

b.  Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan;

¢, Pembinaan Unil Pelaksana Teknis (UPTY;

id.  Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;

Paragral 2
Susunan Crrganisasi

Pasmsl 41

(1) Susunan Orpamisast Kanlor Pelayanan Keschatan Rumah Sakit Umum Dacrah
terdiri dari :
a8, Kepala Kanlor:
b.  Sub Bagian Tala Usaha;
c.  Seksi Penyusunan Program dan Rekam Medik:
d.  Scksi Pelayanan Medis,



(4)

(1
(<)

Unit

63

¢.  Seksi Pelayanan Keperawatan:
I Unit Instalasi:
£ Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 42

Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Keschatan Rumah Sakit
Umum Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,

Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dar scjumlah tenaga terampil dalam
Jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlian dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Umum Dacrab sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini,

Baginn Kesembilun
UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH (UPT)

Paragrafl |
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fugsi

Pasal 43

Unil Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Dacrah (UPT) adalah Unsur Pelaksanaan
Teknis Operasional Lembaga Teknis Dacrah di lapangan:

Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPT) dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggug jawab kepada Kepala Lembaga
Teknis Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 44

Pelaksanaan  Teknis  Lembaga Teknis  Dacrah  (UPT) mempunyai  tugas

meliksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Dacrah yang mempunyai wilayah kerja
satu atau beberapa kecamatan. 5
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Pasal 45 b

Dalam pelaksanaan tugas sebapgaimana dunaksud pada pasal 44, ﬁnit Pelaksana Teknis
Lembaga Teknis Daerah (UPT) mempuyai fungsi:

i, Melaksanakan scbagian tugas Lembapa  Teknis  Daerah sesuai  dengan
dibidangnya;
b, IFelaksanaan Urusan Administrasi;
Paragraf 2

Susunan Oreanisasi
Pasal 46

(hy Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Dacrah (UPT),
terdirn dari
i, Kepala Umit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Dacrah (UPT).
b. Petugas Administrasi.
¢.  Kelompok Jabatan fungsional.

W

{2) Pejabaran tugas pokok dan fungsi Unil Pelaksanaan T'eknis Lembaga Teknis Dacrah
(UPT) ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

(3) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Dacral |
schagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang Lidak
terpisahkan dengan Canun ini: -

BAD 1V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasul 47

Kelompok  Jabatan  fungsional mempunyai lugas melaksanakan  sebapian  tugas
Pemerintah Daeeah sesuni dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 48

(13 Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumiab tenaga fungsional vang distur
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,
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Kelompok tenaga fungsional sehagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang lenaga fungsional senior vang ditunjuk, >

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayal (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebul pada avat (1) di atas
diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional mempunyal lugas sesuai dengan Perundang-
undangan yang berlaku,

BAL Y
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Esclon Badan-Badan Dacrah dan Unit Pelaksanaan Teknis Badan

Pasal 49

Kepala Badan adalah Jabatan Eselon 11b

Kepala Kantor, Bepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Fselon 11
Kepala Sub Bagian, Kepala Scksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis; Lembaga
Teknis Daerah (UPT) adalah Jabatan Esclon 1V a

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberentian

Pasal 50

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan  aleh Bupati setclah melakukan
konsultasi sccara tertulis dengan Gubernur,

kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati,
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Dacrah (UPT) dapat diangkat dan
diberhentikan olch Sckretaris Dacrah atas perlimpahan kewenangan dari Bupati,



{4) Tata cara usulan dan konsultasi pegangkatan  dan pemberhentian FIEI]H’[Z";'lt
schapaimana dimaksed pada ayat (13, {2) dan ayat (1) dilakukan sesual dengan
ketetuan perundang-undangan yang beriaku. £

AR VI
PEMBIAYAAN
Pasal 51

renpan dibrentukanyi Lo Teknis Daecab i Ul Pebiksing Teknist | embuns
Poloin Phaetahe (V70 et tuaginnibeses TR Aporye B B P YTTANE B T TTLLVN LTCR LT vl
grentnayimann gy i bk il liiitthann beguaede Snpgranans Peinlipaiton o T Lnifor
reral (AP Kabupaten Nogan Rayas serta stnhier=sumbier L yang salt din [bab
mengikil,

BAL VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Penctapan jenis dan jumlah Unit Pelaksanaan Teknis Lembaza Teknis Daerah (UPT),
ditetapkan dengan Keputusan Bupal I

! Pasal 53

(1} Penjabaran Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Dacrab
ditetapkan lebih lanjul dengan Ke-pnlus.'m Bupati.

(21 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengendl kelentuan
peluksanaannya ditetapkan dengan heputlisan Bupali.

Pusal 54

Dengan  berlakunya  Qanun ini. maka Cuanun Nomor 6 Tahun 2005  fenlang
Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Keluarga Sejahlera Kabupaten Nagan Raya
Jdin Keputusan Bupati Nemor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Carsinisis

Lembaga Tehnis Dacrah Kabupaten Napan Raya dinyatakan tidak horlaku.
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Pasal 55
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditctaphan di ; Suka Makmue:

20 lanuan 2005 M

ada tanggal
: o 15 Drewlhugah 14260 1

BUPATI NAGAN RAYA,
Cap/dio
DRS. T. ZULKARNAINI

wndangkan di - © Suka Makmue

- ” 28 Januari 2005 M
paida tangga “ 17 Dzulhijjah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAGAN RAYA, _

Cap/dio

DRS.H. DERMAWAN, MM
NIP. 010 165 398
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